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ABSTRAKSI 

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASINEGARA TENTANG PERANAN 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM 

MELAKUKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT 

UNDANG-UNDANGNO. 3 TAHUN 1982 

(Study Kasus Pada Kantor Deperindag Kota Medan) 

0 I e h: 

APRIANTO 

Petkembangan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan 

kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia 

usa1m dar1 perusahaan, perkembangan ini memerlukan · adanya Tanda Daftar 

Pemsahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang 

berkepentingan, mengenai identitas dan ha1-ha1 yang menyangkut dunia usaha dan 

pemsahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Tanda Daftar Perusahaan merupakan suatu Ketetapan Pemerintal1 sebagai 

aedministrator (Administrative beschiking) yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia, ketetapan pemerintah sebagai administrator dalam hal bersifat 

lV 
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untuk mengawasi jalrumya roda pemsaJman yru1g berada di wilayah ketjru1ya, agar 

tidak terjad,i tumpang tindih dengrn1 perusahaat1 sejenis. 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Medan sebagi 

pelaksat1a Wajib Daftru· Perusahaan seperti yang telah diperintahkan oleh Undru1g-

undang No. 3 Tahun 1982, senantia5a melaksanakan pendaftru·rn1 ini dengan sebaik-
' 

baiknya, hal ini dilakukan dengru1 memberikan penyuluhan kepada setiap masyru·akat 

yang aktif dalam bidang pemsahaan. Hal ini terbukti dengan basil yang dicapai 

dalrun setahun belakangan ini tidak satupun permohonan daftar pemsahaan yang 

ditolak, seluru~ permohonan telah diterbitkan Tanda Daftar. Pemsahaan sesuai 

dengan yang dimohonkan. 

Tanda Daftru· Perusahaan JJU sru1gat bermanfaat bagi dunia usaha sebab 

dengan adrn1ya Tanda Daftar Pemsahaat1, sehrruh perusahaan yang ada di Indonesia 

dapat teridentifikasi, sehingga tidak terlalu banyak jenis usaha yang serupa, 

sedangkan bagi pemerintaJ1 dengrn1 adanya Tanda Daftar Pemsal1aat1 dapat 

memberikan fasilitas dat1 pengawasatl yang tepat bagi perkembangrn1 dunia usaha 

. ' 

y 
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BAB I . ' 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan nasional pada nrnumnya 

dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan berkembangnya 

dunia usaha dan pemsahaan, kemajuan ini memerlukan adanya dafbr pem saha.'lll 

yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan 

mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha di Indonesi ~L 

Dengan adanya daftar perusahaan bagi Pemerintah sangat penting, guna 

melakukan l?embinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha 

yang kondusi( kru·ena daftar perusahaan mencatat keteraugan yang dibuat secara 

benar dari setiap kegiatan usaha, hal ini juga sangat dibutuhkan pengusaha untuk ~ 

dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha tersebut, sehingga Pemerintah 
' 

dapat berper:m aktif dalam melakukan daftar perusahaan tersebut. 

P~ran aktif Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, baik dalam 

bidang sosiaJ maupun dalam tata kehidupan masyru·akat, dituntut secru·a a1..rtif daJam 

pembinaan pergaulan manusia. Adapun yang menjadi tugas Hukum Administras i 

N egara itu tidak terbatas hanya pada bid<mg sosiaJ dan atau dalam tala kehidupan 

masyarakat saja, akan tetapi dapat membmva orru1g ke daJmn lapangan administras i 

negara dalam merealisasikan keputusan-keputusan yang telah diambil menge nai lata 
I 

kehiclnpan bernegara. 

1 
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l iukum Adminisf:rasi Negru·a be1tujuru1 untuk meiliamin adanya Administrasi 

Negru-<1 yang 'tertib, sopru1, berlaku adil dru1 objektif, j ttiur, efisien dru1 fair. 1 

Tugas; ilmu Hukum Administrasi Negara adalah mempelopori tentang sifat-

sifat peraturan hukum, dan bentuk hukum yang membuat Pemerintah dalam 

pergaulan sosial dru1 ekonomi, juga dipelajari azas-azas hukum yang mampu 

membimbirig partisipasi Pemerintal1 dalam lapru1gan administrasi negru·a drni juga 

mengatur sesruna aparat Pemerintah, juga mengatm· hubungan Pemerintah dengan 

rakyatnya. 

Administrasi negara meiljalru1kan (Administrm:i), mel1jalru1kau tugas 

adrninistrasi (Administrasi Beschiking) yang bersifat individual, kasual , fak1ual , 

teknis penyelenggaraan, dan tindakrn1 administratif, yrn1g bersifat orgrn1isasional, 
I 

informasional (tata usaha) atau operasiona1.2 

Oleh kar~ma itu banyak eli dapat pemmusan tentang Hukum Administrasi 

Negarn yrn1g dikemukakan oleh para sarjru1a hukum, seperti halnya Pros. Dr. .l\ir. 

Prajudi Atmosudiijo, dalrun bukunya yru1g berjudul "Hukum Administrasi Negara' ' 

yang memberi gambru·an dan pengertiru1 tentang hal tersebut, antru·a lain beliau 

mengatakan : 

Hukum Administrasi Neg~ra, suatu bidang hukum yang sangat penting 
artinya, tidak saja bagi pru·a Pejabat Administrasi Negara yang menjalru1kan 
tugas dru1 kewaj ibrumya sehari-hari dengan kesadarru1 yang sebesamya 
bahwa segala sesuatunya harus berjalru1 dengan .baik menurut hukum yang 
berlaku tidak saja bagi pru·a warga masyru·akat yang ingin mengetalmi 
bagaimrnm sebenarnya pru·a Pejabat "Pemerintal1" itu hru-us llleiljalru1kan 
tugas, kewajibru1, dru1 wewenrn1g masing-masing, akrn1 tetapi pengetalwa11 

1 ProfDr.l\1r. Prajudi AtmosudirJO, Hukum Administra.si Negara, PN. Ghalia 
1981, hal17. 

2 Ibid, hal 17 
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yang merata dari pada Hukum Administ:rasi Negara itu san~at penting artinya 
hagi kehidupan dan kelancaran jalannya organisasi Negara. 

;; .:.suai dengan ttuuan hukum adalah untuk meruaga ketertiban umum yang . ' 

berdasarkan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, maka dalan1 hal ini 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan diberikan wewenang untuk 

melaksanakan pendaftaran pemsahaan berda<;arkan Undang-undang No. 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusal1aan. Dengan penerapan peraturan tersebut maim 

dapat ditertibkan pemsahaan-perusahaan dengan baik, sehingga Pemerintah dapat 

rnengetahui jumlah perusahaan-perusahaan yang ada 

A. Pengertian dan Penegasan .Judul. 

Dalam sebuah tulisan karya ilmial1 diperlukan sebualljudul yangjelas, sebab 

judul bukan saja merupakan kalimat singkat yang perlu diberikan pada tulisan, akan 

tetapi judul tersebut memiliki pengertian yang sangat mendalam, sebab dengan 

membaca judi1l suatu tulisan dapat kita simpulkan isi dari tulisan yang akan 

disajikan. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, penulis memilih judul 

tulis~m : njvJAUAN HUl(UJvf ADlvfJNJSTRASJ NEGARA TENTANG PERhVAN 

DEPARTEAfEN PERJNDUSTRJAN DAN PERDAGAJ-lGAN DALAM MELAKUKAN 

W.4./JB DA FTAR PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 

I 

1982 (,)tudy Kasus Pada Kantor Deperindag Kota lvfea'an) . 

3 Ibid, hal 7. 
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Akan tetapi dengan hru1ya membaca judul saJa, orang dapat memiliki 

beber3pa penafsiran yang berbeda tentang pengertian judul tersebut, maka untuk 

memberikan. keseragaman pengertian dari judul skripsi ini, penulis menguraikan 

beberapa pengertian dari kalimat-kalimat yang ada, antara lain : 

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat~ memeriksa untuk memahami dan 

sebagioya 4 

' 
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan 

cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk 

memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah 

laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya 5 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan peraturan 

I 6 
yang berlaku. 

DepartematJ Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu instansi yang 

berwenang mengurusi bidang-bidang perindustrian dan perdagangan di 

Indonesia 

Melakukan berarti melaksWlakan sesuatu seperti yang diperintahkWl. 7 

Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 
adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksananya, dan menurut hal-

. ' 

~ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesi~ Edisi kedua, PN. Balai 
Pustaka Jakarta, 1995, hal1060. 

78. 

5 JCT Simorangkir, SH. et al, Kamus Hukum, AksaraBaru, Jakarta, 1983, hal 

6 Depdikbud, Op cit, hal 751. 

7 Ibid, hal 555. 
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hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat 
yang betwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 

Menurut adalah melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan yang 

., 
ada.< . ' 

Unc!ang-undang No. 3 Tahun 1982 perattu·an yang memuat ketentuan tentang 

pendaftaran perusahaan, yang diundangkan pada tanggaJ 1 Pebnmri 1982. 

Dari beberapa penge1iian kaJimat demi kaJimat tersebut di atas, maim penulis 

secara umurn memberikan pengertian judul skripsi adalah : mempelajari dengan 

cermat atau memeriksa suatu tindakan yang dilakukan instansi yang mengurus 

bidang perindustrian dan perdagangan untuk melakukan pendaftaran perusahaan, 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun1982. 

D. Alasan Pe~iliban Judul. 

Dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bahwa peraturan tentang wajib 

daftar perusahaan sangat dibutuhkan untuk perlindungan dunia usaha agar terjadi 

suatu per~.aingan yang sehat diantara sesama pengusaha dalam rangka Pembangunan 

Nas ionaJ. 

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis teiiarik dan ingin mengetahui sampai 

sejauh mana pel~sanaannya dan penyelenggaraannya, sehingga dunia usaha akan 

menjacli tumbuh subur, dan akan dapat rnemacu perkembangan perekonomian 

nas ional. 

8 ll)icl, haJ.l 089. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Aprianto - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Departemen Perindustrian dan .... 



6 

Untuk itulah penulis memilih judul skripsi ini yaitu peratru·m1 tentang wajib 

daflar pemsal}aan, sebab hal ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap 

perusah ,an, dengan demikian dapat diharapkan dunia usaha akan mendapatkan 

perlindu. gan secara hukum bagi dunia usaha untuk dapat berkembm1g dengan baik 

Sehingga qiantara pemsahaan dapat bersaing secara sehat dalam rangka 

pengembm1ga11 dan pertumbuhm1 ekonomi secara nasional, oleh karena itu penman 

DepartemewPerindustrian dan Perdagangan sangat dibutuhkan dalam mener~pkan 

Undang-undang No. 3 Tahun 1982. 

Adapun alasan mengapa penulis memilih Depart:emen Perindustri<m dan 

Perdagangan Kotamadya Medan sebagai tempat penelitian, sebab penulis ingin · 

mengdahui secara mendalam tentm1g pelal<sruman pendat1ru·ru1 perusahaan dilakukm1 

eli kota Medm1, se,bab di kota inilah terdapat ban yak pemsahaan-pemsahaan. 
... 

C. P e r m a s a l a h a n. 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah instansi ym1g belivenang 

mengurusi tentang bidm1g perindustrian dm1 perdagm1ga.J1, sehingga untuk itulah 

maka perauan departemen ini perlu cliketahui dalam melakukan pendaflara 

pemsahaan, pendaftaran perusahaan tersebut dibutuhkan agar diperoleh data-data 
I 

yang almrat tentang dunia perusa.haan · sesuai dengan Undm1g-undang No. 3 Talmn 

1982. 

Akan tetapi dalmn melakukan pendaftaran pemsaham1 terst:.but kadang kala 

ditemui beberapa pemmsalahan, alitru·a Jajn : 
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l. Mengapa para pengusaha masih enggan mendaftarkan perusahaannya pada 

instausi y~ng beP.venang. 

2. Manfaat _apa. yang diperoleh pengusaha, pemerintah dan masyarakat dari 

pe .. l'aftaran perusahaan terseb1it. ' 

D. H y pot c s a. 

Hypotesa berasal dari kata "hypo" dan " thesis" yang masing-masing berarti 

"sebelum" dan " dalil" atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Dari uraian ini 

maim hypotesa dapat diartikan sebagai pendapat semula, yang berupa dugaan-dugaan 

ahm perkiraan yang mas ih harus dibuktikan kebenaran atau keabsahannya, atau 

bempa pemecahan masalah untuk semen tara waktu. 9 

Dengan demikian dapat dikatakan hypotesa dapat diartikan sebagai .. 

keterangan yang bersifat sementara mengenai gejala-gejala yang diteliti dan dianalisa 

pada suatu pr?blema, sebab hypotesa ini dapat dipakai me1tiadi suatu pedoman dan 

penuntun dalam menentukan jenis-jenis data yang harus dikumpulkan untuk dapat 

menjawab masalah yang akan atau sedang diteliti . Tujuan penelitirm ada!ah untuk 

menghil ang~an kera.gu-raguan tentang pentingnya hukum. 

Dengan mendasm·kan pada pe1masalahan terdahul.u, maka dapat ditarik 

hypotesa alas penulisan skripsi ini sebagai ber-ikut : 

1. Para pengusaha merasa enggan untuk mendaftarka.n pemsahaannya, 
I 

hal ini di sebabkan proses administrasi yang berbelit-belit, kemudian ada pula 

9 Prof H. Syamsul Ari:fln, SHMFI, Metode Penelitiru1 Kruya~ IImiah , Fakultas 
Hukum Univt'rsitas Sumatera Utara, Medru1, 1988, hal 42. 
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· keengganan ini dikarenaka11 ketakutan pengusaha akan pembayaran pajak bagi 

pen1sahaannya. 

2. Sebenarnya pendaftaran pemsahaan ini banyak memba.vva manfaat, bagi 

pcngusalm manfaatnya adalah dapat mengetahui berapa banyak perusalman yang 

acl<t disekitamya, bagi pemerintah manfaatnya adalah untuk mengambil 

kebijaksanaan yang tepat terhadap perusalman yang ada, sedangkan bagi 

masyaralzat manfaatnya ialah mengetalwi secara pasti jenis-j enis p~rusahan yang 

dibul uhkannya. 

E. Tujuan Pen,ulisan. 

Dalam melakukan penulisan skripsi mt penulis memiliki beberapa tujuan 

yang ingin dicapai, antara lain : 

1. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sar:jana hukurn (SH) pada 

Fakultas H~kum Universitas Medan Area, yang me\·Vajibkan pada setiap 

mahasiswa yang akan mengakhiri masa perkuliahannya han1s membuat sebuah 

karya ilmiah daJam bentuk skripsi. 

2. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan Departemen Perindustrian dan 

Perdag<mgan, khususnya dalam hal melakukan pendaftaran perusahaan di kola 

Medan, berdasarkan peraturan yang berlaku. 

3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana proses 

pet1daHaran perusahaan, juga apa-apa saja yung me1~adi w ewenang dan peranan 

Depruiemen Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pendafhmm 

perusahaa n. 
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4. Mengangkat masalah pendaftaran pemsal1aru1 secara ilmiah dan disesuaikan 

dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan peranannya sesuai dengan 

Undang-undang No. 3 talmo 1982 . 
. ' 

F. l'fiethoda Pengumpulan Data. 

Suatu penelitian dan pembahasan atas masalah yang sedang diteliti 

mernbutuhkan data-data. dirnana data-data tersebut merupakan suatu alat dalam 

mengadakan penyelidikan dan analisa atas sesuatu masalah, terutama dalam 

menguraikan dan membahas masalah yang sedang diteliti, serta untuk memberikan 

pembuktian atas benar tidaknya hypotesa yang telah ditetapkru1 terlebih dalmlu. 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini pada dasarnya penulis .. 

mempergunakan dua methoda penelitian yaitu : 

1. Library research (penelitian kepustakaan). 

Library r~search yang dimaksudkan disini adalah merupakan penelitian melalui 

perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari dan mentranster 

' 
dari buku-buku, makalah-makalah dari seminar, peraturan-peraturan, instruksi-

instruksi dan sebagainya yang menurut penulis mempunyw hubungan · untuk 

menduku11g terlaksananya penulisan skripsi ini. 

2. Field research (penelitian kelapangan). 

Field research yang dimaksudkan daJam haJ ini adalah suatu cara penelitian yang 

penulis pergunakan untuk melengkapi data skripsi ini. Dimana penulis 

mengadakan penelitian langsung ke lapangru1, dengan meminta dan mengru1alisa 

. 
• 
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beberapa peraturan serta ketentmm yang dilakukan Deprutemen Perindustrian 

dan Perdagangan Kotamadya Medan dalam melaksanakan pendaftaran 

pemsahaan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

materi sla-ipsi ini. 

G. Sistematik.a Penulisan. 

Untuk memudahkan pemahan1an dari unuan penulisan skripsi ini, mal<a 

penulis juga akan rnenguraikan tentang gamb::mm dan sistematika yang dipergunakan 

dalam melakukan penulis<m slo-ipsi ini, antara lain : 

Bah I ~ Pendahuluan yang merupakan penulisan materi secara umum dan 

' dibagi dalrun beberapa sub bab an tara lain : 

• Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, ... 

Permasalahan, Hypotesa, Tttiuan Penulisru1, Methoda Pengunipulan 

Data dan Sistematika Penulisan. 

Bab li · Tinjauan Umum Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dibagi 

dalam beberapa ~mb bab, antru-a lain : 

Penge1tian Pemsal1aan dan Wajib Daftru- Pemsahaan, Dasar Hukum 

Wajib Daftar Perusahaan, Jenis-jenis Pemsahaan yang Didaftarkan 

dan Syarat-syarat Pendaftaran Pemsahaan. 

Bab ill Kedudukan Hukum Terhadap Wajib Daftar Perusahaan yang dibagi . ' 

dalam beberapa sub bah, ru1tara lain : 

Kedudukan Hukum Tanda Daftar Perusahaan, Keuntungan Ba.gi 

Pemsahaan yang Terdaftar, Pengawasan Terha.dap Wajib Dailar 
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Perusaharu1 Oleh Depruiemen Perindustriru1 dan Perdagangan dan 

Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Didaftarkan. 

Bab IV : Pelaksanaan Wajib Daflar Pemsaha<m di Departemen Perindustrian 

dan Perdagru1gan Kota Medan, yang dibagi dalam beberapa sub bab . ' 

antara lain : 

Perosedw· Pendaftru·ru1 Perusaharu1, Prosedw· Pendaftru·ru1 PT Dalrun 

Kaitannya Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Perselisihan 

dan Cara Penyelesaiarmya dan Hambatan-hambatan Dalam 

hmdatl:aran erusalman. 

Bab V Mempakan bab yang terakhir, memuat Kesimpulan dan Saran yang 

berisikru1 tanggapru1 juga kesimpulan penulis tentang apa yru1g 

dibahas pada bab-bab terdahulu dan kemudian sebagai sumbangan 

pikiran terhadap permasalahan yang ada, penulis berusaha 

menyusun beberapa saran-saran, dimana semua ini penulis 

harapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi 

dunia pendidikan, khususnya dalrun bidang pendidikan hukum. 

• I 
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BAll II 

TIN.TAUAN UMUM TENT ANG WAJJD DAFTAR PERUSAHAAN 

A. Pengerthm:Permahaan dan Wajib .Daft.u Perusahaan. 

1. P enge1iian P emsahaan. 

P vm sahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak diperguuakaJI 

rlahun Kilab ' Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), mHnun KUHD sen'diri 

tidakl ah nwmberikan penaisinm maupun penj elasan resmi tentn11 g apab ll 

pengerl: i ~m perusahaan tersebut. Pembuat undang-unda ng memberikan kekb8saJi 

k ~ p:-tda para ilniuvvm1 untuk memberikan pengerti an perusahaan, sehubungan 

denga11 haJ itu pengertian perusalman dapat dilihat dari beberapa pendapal antara 

lain: 

a. Pasal 1 ayat 2 Undru1g-undrmg Nomor 3 Tahun 1982 di sebutkan : Peru ·nhmU1 

adn.Jah St~tiap beJ}tuk usn.Jm yang menjalankank:J11 setiap j eni s usaJw yang bersifht 

tetap dan terus rnenerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam 

\Vilayah N egara Republik Indonesia untuk tltiuan memperoleh keuntungan dan 

atau lab~L 10 

b. M enteri Kehakiman Belanda : 

Baml ah dnpat dikataJ 911 adru1ya perusaha.an, apabila pihak yang berkept> ntingan 

bert incl<1k secara tidak l:trputus-putus dan tera11g-1·erMgan serta di dalam 

10 Uuda.rlg· HIHlHng J-Jo mnr 3 Talmn 1982 tt: niang WDjib Dalhu· p,' rttsuha.aJJ , 
l~ P i h~ rd ag 1982, hnJ 6 

12 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Aprianto - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Departemen Perindustrian dan .... 



kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri. 11 

c. Molengl-aaff: 

Suatu pemsahaan harus mempunyai unsur-unsur : 

• Terns menerus atau tidak terputus-putus; 
• Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga); 
• Dalam kualitas tertentu, karena dalam lapangan perniagaan; 
& Menyerahkan barang..:baraugnya; 
.., Mengad- ' n e1j:. 1jian-perjarijian perdagangan; 
" Hams bermaks d 1e nperoleh laba 12 

13 

I 
Sedangkan memu·ut Pola~ bam ada perusaahan apabila diperlukan adanya 

perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat 

dalam pembukuan. 13 

Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Indonesia juga mengenal istilah 

Administrasi Pemsahaan, yang mempakan rangkaian kegiatan penataan dalan1 ketja 

sam<4 temtama setiap kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan 

material. 

Berdrumrkan beberapa pengertian yang diuraikan tersebut di atas, maka 

dapatlah ~itarik pengetiian dari pemsallaan tersebut adalah : 

a. Mempm~yai bentuk dalam hal suatu badan. 

b. Mempunyru jenis usaha yang dijalrutkan. 

11 Drs.: CST Kansil, SH, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I, Penerbit 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hall. 

12 Ibid, hal 1. 
' 

13 HMN Poetwosutjipto, SH, Pengettian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, 
; Penerbit Djant.batan, Jnkrut~ hall6~ 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Aprianto - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Departemen Perindustrian dan .... 



14 

c. Mempunyai jangka waktu. 

d. Berkedudukan dalam wilayal1 Negara Republik Indonesia 

e. Mempunyai satu ttuuan yaitu memperoleh keuntungan dan atau laba.. 

Untok mengerti definisi penJSahaan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 

1982 yang menyatakan bahwa pemsahaan adalah bentuk usalm yang menjalanka.n 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menems dan yang didirikan, bekerja 

serta bet'kedudubm dalam \vilayah negara Republik Indones ia untuk · ttuuan 

mernp eroleh keuntungm1 dan atau laba.. 

Anak perusahaan acla1a.h perusahaan yang dimiliki secara kese luruhan atau 

sehahagian dah dikendalikan atau diawasi oleh pem sahaillllaill y;:mg pada umumnya 

dimiliki se lurirh atau sebagian terbesm· saham atau modal yang dite mpatkan dari 

anak perusaharu1 tersebut. 

Cab<mg perusahaan adalah perusaharu1 yang merupakan unit atau bagian dari 

perusahaa.n induknya yang dapat b~rkedudukan di tempat yfmg berlaimm dan dapa.t 

bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksllJiakan sebagian tugas p erusaluutn 

induknya. 

Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan 

sebagian atau seluruhnya kegiatan dari pemsahaan lain yang diageni dengan suatu 

ikatan at:au p e1j ~mjian. . ' 

Perwak il n pem ·ahttill1 aclaJah perusahaan ym1g bettindak nwwakil i K antor 

Pusat Perusaltaan, untnk molakukan suatu kegiatan chm atau pengunJ :> ' IIl yang 

dilentukan sesuai 'Nevvenang yang dib erikan. 
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• 

Kantor Pembantu Pemsahaan adalah pemsahaan yru1g menangani sebagim1 

tugas-tugas dru·i Kantor atau Cabangnya 

Pemsahaan Perorru1gan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan 

yaitu seorang manusia prihadi' yang juga bertindak sebagai pengusaha y<mg 

mengw·us dan meng .lola sendiri pemsahaan n~iliknya tersebut, tennasuk 

didaJarnnya seorang yang mengm"tts dan mengelola atau mengm-vasi setiap usahanya 

secm·a langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 

Bentuk mnha laii.t mlalah perusalman negara, bentuk-bentuk us· ha negara 

eperti perusahuan p rs oan dail perusahaan umum. P rusa.haan Daerah 

sebagaimana yang diatur oleh peraturan-peratw·an perundaugan yang b r laku dan 

I . b . 14 ajn se agamy~L 

2. Peng~rtian Wajib Dafl:ar Perusahaan. 

Sepe~i yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa wajib 

daftru· perusahaan dimuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982. Apabila kita 

lihat pada Bah I tentang ketentuan umum pada pa~al 1 humf a Undang-undang No. 

3 Tahun 19.82, memberikan pengeriian tentang Datlru· Perusahaan sebagai beri~t : 

Daftar perusa.haan adalah daftar catatan resmi yang ·diadakan menurut atau 
berdasarkan keteutuan undang-undang ini dan atau peratru·an-peraturan 
pelaksanaannya, dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh sctiap 
pemsahaan se1ta di : ah km1 oleh pejabatyang berwenang dari Kantor 
Penda.ft¥an Pemsahaan. 

14 Buku II Pedoman Teknis Tata Cru·a Penyelenggaraan dan Pelaksanaan 
Wajib Daftru· Perusaham1, Kantoir Pendaftaran Pemsahaan, Di1jen Perdagm1gan 
Dalam Negeri Depru·temen Perdagangan Rl, 1984 hal. 9 . 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Aprianto - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Departemen Perindustrian dan .... 



16 

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa Daftar 

Perusahaan itu merupakan catatan resrni yang perlu didaftarkan oleh setiap 

perusahaan;· adapun hal-hal yang perlu didaftarkan tersebut akan dibahas pada Bah 

berilmtnya dari skripsi ini. 

B. Dasar Hnlmm Wajib Daftar Pernsahaan. 

B~rbi cara mengenai dasar hukum t .rl ebih dahulu kita harus mengeta.~Hti tata 

urutau perundangan yang ada di Indonesia Hal ini diaiut~ dalarh TAP I'APRS N o. 

XXf.t\.fPRS/1966 jo TA.P MPR No. V/Ml)R/1973, dengan penga.turan sebagai 

berikut: 

L Undang-undang Dasar 1945. 

Ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam pasaJ-pasal Und<mg-undang Dasar 

tersebut 'adalah ketentuan umum yang tertinggi tingkatannya dan 

. 
• pelaksana~nnya diatur dalam : 

a Ketetapan MPR (Penetapan GBID-..J, Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden). 

b. Undang - undang (Undang-undang APBN, Undang-undang Wajib Daftar 

Perusahaan, dan lain-lain). 

c. Keputusan Presiden (Keputusan tentang Pembentukan Kabinet, 

Pengangl'aian Duta •:: esar, dan lain-laii1). 

2. K~ct tapan l\IJJ>R. 

a Ketetapan tviPR yang memuat gans-gans besar dalam legislatif yar1g 

dilaksan· mu deng:m Undang-undaug. 
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b. Ketetapllil iVIPR yang memuat garis-gru-is besar dahun bidang eksekut.if yang 

dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. 

3. U ndang-undMg. 

a Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undahg-undang Dasar atmJ 

Ketel:npan MPR . ' 

b. · Da1am haJ iJrll\val kegenl:ingan yang memaksa, Presiden berhak JTte u ,tapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Perundm1g-undangan. 

4. Peraiuran Pemvrinta11. 

PeraJ uran Pewer.ntuh :11~ 1 tuat aturan-atunm umum dalam hal meln ·sana.kan 

umLmg- umlang. 

5. Keputusan Pres iden. 

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus ( eenmalig) untuk 

melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalan1 

bidang kel~uasaan Pemerintah Negara (Eksekutif) atau Peraturan Pemerintah. 

6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, sepe11i Instruksi Presiden, Peraturan 

Menteri, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Direktur Jenderal, Sm·at 

keputusan Pimpinan Lembaga Pemerintall Non Departemen, dan lain-lain. 15 

Sep~rti yang telah diuraikan terdahulu pada Bah Pendahuluan baln,va ~lasar 

hukum wajib daUar perusahaan adalah Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib daftar Pemsaharu1 Yf.lllg mulai diberlalmkan pada tr.111ggal l f ebruari 1982, 

Undang ·- und~g ini termuat dalam Lembanm Negru-a Republik Indonesia Tahun 

15 Lembaga Administrasi Negru-a, Si stem Administrasi Negru·a Republik 
Indone~ i~ Jilid IT, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal 8 

I 

..., 
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1982 No. 7 yang Pe li elasannya terdapat dalam Tambahan Lemab~m Negara 

Republik Indonesia Nomor 3214. 

Pada awallahir dan berkembangnya kesadru·an akan pentinganya suatu wajib 

daftar pemsahaan dalam pengaturannya bukan dituangkan dalam suatu undang-

undm1g ym1g klmsus tentang w~jib Daftar Pemsal1am1, akan tetapi diatur dalruu 

Peraturan Pe,merintah, yaitu PP No. 11 Tahun 1956 (LembanUI Negara Tahun 1956 

Nomor 17) tenta.ng Dewan dan Ma.jelis-majelis Perniagaan dan Pemsal1aa.r1. Dalam 

ketentuan PP tersebut ada 2 (dua) pasal yang menyebutkan tentang kewajib<Jn 

Dewan Perniagaan Perusahaan dan Majelis Pemiagaan Perusahaan untuk ma-:: ing-

masing mendaflarkan perusahaannya. 

Sesuai 'dengan perkembangan yang maJU pesat kemudian Peraturan 

P~meriutah No. ' ll Tahun 1956 dicabut dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 2 

Tahun 1964 dan terjadilah kekosong~ dalam peraturan perundangan~undangan 

yang rmmgatur tentang Wajib Dafiar Pemsahaan. 

Untuk mengisi kekosongan tersebut mal<a insta.nsi Pemerintah, khususnya 

. . Depa.rtemen Perdagangan telal1 menyelenggara.kan suatu Daftar Perusaha.an yang 

sebenamya. ha.nya. merupa.kan Pendaftaran Izin Usa.ha. saja, sebaga.imana diketa.hui 

bahwa usalm berdasar padaB drijfsreglementerings Ordonantie (BRO) 1934 (Stb. 

1938 Nomor 86). Setiap Instansi Pemerintah yang mengeluarkan Izin Usaha dru1 

menelapkan ketentuan· ketentuan pendaftru·an (izin) us aha. 

Disam >ing itu b ' rbamti Pemerintalt Daerah juga mengatur tentang Wajib . ' 

D· ·1ar Perusalu 1, yang ~ euarnya. adalah Pendail:aran lzin Tempat Usa.na, 

bag imana dik .a1mi p ngeluaran izin tempat usaha atau izin gangguan oleh 
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Pemerintah Daerah berdasar pada Hinderordonantie 1926 (Stb. 1926 Nomor 226 

yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 450). 

Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang selama ini dilaksanakan di 

berbagai Propinsi, dianggap sebagai langkah persiapan menjelang diundangkannya 

Peratw·an Perundang-undangan tersendiri tentang Wajib Daftar Pemsahaan. 
' 

Pemyataan tersebut di atas merupakan pernyataan resmi pemerintah dalam 

Sidang Pari}:mma Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 Nopember 1981 , 

pemyataan semacrun ini sebelumnya pemah disampaikan oleh Menteri 

Perindustrian dan: Perdagangan pada tanggal 19 Desember 1972 melalui Surat 

Nomor 649/M/XII/72 Kepada Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta 

Awal prakarsa penyusunan Undang-undang ini adalah dari Ketua Panitia 

Penyusun RUU Persekutuan dan Perseroan yaitu Bapak Prof M, Sadli. Atas usul 

tersebut Pemerintah melalui Menteri Negara Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono 

IX, dengan suratnya Nomor Elmin 216172 tanggal 17 Maret 1972 menugaskan 

Departemen Perdagangan untuk menyusun RUU tersebut. 

Prakarsa penyusunan RUU ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan kepada Bapak Presiden dengan Surat Nomor : 13IMIIX/73 tanggal 5 

Oktober 1973, dan dengan Surat Nomor : B/566/M. Sesneg/1211973 tanggal 4 

Desember 1973 yang pada prinsipnya Bapak Presiden menyetujui usulan tersebut. 

Bam kemudian pada talmn 1981 Presiden dengan suratnya Nomor 

R.08/PU/Xl/1981 menyampaikan RUU ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

dalam keputusannya Nomor : 4 /DPR-RI/1981-1982 tanggal 11 Desember 1981 

telah menyetujui RUU ini untuk disyahkan menjadi Undang-undang , yaitu Undang-

... 
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unclnng No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafl:ar Pemsahaan, ini berlakuuya diikuti 

dengm1 peratunm orga.niknya (Pera.t.ur,m1 pelaksananya.) yaitu : 

1. Instruksi Menteri Perdaganga.n Nomor : 05/INS/ M/ 1982 tentang Persiapan 

Pelaksanaan Undang-undang Wajib Daflar Perusahaan. 

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/KP!TI/ 198,1 k ntang 

Penyelenggara Wajib Daftar Pemsahaan. 

3. Keputusan Menteri Perdagmtgan Nomor 285/17-..P / 1985 ten t~wg Pt>j a bat 

Penyelenggara Wajib Dailar Pemsahaan. 

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nornor : 286/Y..P/1985 tentang Penetapa.n Tarif 

Biaya Administrasi Wajib Dafl:ar Pemsahaan jo Keputus~Ul lVlt~ nteri 

Perdaga.ng~n Nomor : 73/KP/Wl993 tentang Tarif dan Pengelolaan Biaya 

Administrasi Wajib Daftar Pemsahaan. 

5. Keputusat1 Menteri Perdagangan Nomor 288/K.P/1985 tentang hal-hal ym1g 

wajib didaftarkan khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya 

dt~ngatl peraturan pasar modal. 

6. Surat Edanm Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depmtemen Perindustri<-m ·dan 

Perdagm1gan Nomor: 12l!Dll)DN/V/96 tanggal 13 l\11ei 1996 tentang Petlmjuk 

P c l aks~mmw Pendaftaran PT dalmn kajtannya dengan Undatlg-und~mg Perscromt 

T t?rbatas. 

7. Peratw·Lm-peraturatl lajn ym1g diterbitkan untuk pelaksatlmlll peudaftanm 

pelllsahaa.n di Kantor Pendaflaran Perusahaan, baik peratunm tambahan maupun 
I 

peratun:m·· peraturan peqjel asan ym1g dapat memherikan kemuda.han bagi 

pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya 
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C. Jenis-jenii Perusahaan yang Didaftarkan. 

L Perus~aan Yang Wajib Didaftarkan. 

Sesuai dengan perkembangan dunia bisnis maka yang paling dirasakan 

adalah perkembangan perusahaan yang semakin berkembang dengan pesatnya, 

sehingga perkembnngan tersebut harus dapat diantisipasi dengan pendaftaran 

perusahaan yang ada, agar dapat diketahui secara nyata berapa jumlah angka yang 

sebenamya. 

Apabila kita lihat Pasal 7 Undang-undang No 3 Tahun 1982, perusahaan 

yang wajib didafhrrlmn adalah: 

a). Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah 

Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk didalamnya: 

1 ). Kantor Cabang. 

2). Kantor Pembantu. 

3). Anak Perusahaan. 

. . 

4 ). Agen dan Perwakilan dari Perusahaan. 

b). Termasukjuga dalam pengertian perusahaan yaitu: 

1 ). Perusahaan asing berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Agen dan petwakilan perusal1aan diperlukan sama dengan perusahaan. 

2) Perusahaan asing berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah 

Republi~ Indonesia menurut ketentuan perudang-undangan yang berlaku. Agen 

dan perv.:akilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan. 
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• 

2) Pemsahaan-p rusahaan yang dimiliki dan alan bemaung eli bawah lembaga-

lembaga sosial, misalnya yayasan, dengan demikian yang waj ib didaftarkan 

adalah pemsahaan yang merupakan unit usaha dari suatu yayasan 

. ' 

sedangk<m yayasannya sendiri tidak dikenakan Wajib Daftar Pemsahaan 

berdasarkan Undang-undang ini. 

3) Bentuk-bentuk pemsal1aru1 bam yang sesuai dengan perkembangan 

perekonomian belum digolongkan dalan1 bentuk Perscroan Terbatas , 

Koperasi, Perusahaan Komanditer, Firm~ dan Perusahaan Perorangan. 

4) Bentuk-bentuk usaha negru·a sepe11i Pei11sahaan Negru·a, Perusahaan 

Perseroan, Pemsahaan Umum da11 Permmhaan Daerah sebagaimwm diatur 

oleh peraturan pemndang-undangan yang berlak'lJ. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemsahaan yang wajib didaftarkan 

. 
adalah setiap pemsahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah 

Negara Rep~blik Indonesia menurut ketentuan peraturan pemndang-undangan yang 

berlaku. Dalan1 pengertian perusaharu1 termasuk pemsal1aru1 asmg yang 

berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia 

menurut k~tentuan peraturan pemndang-undangan. 

Adapun jenis nsaha yang wajib daftar perusaharu1 pac.la Kantor PendaJl:aran 

Perusahaan setempat antara lain : 

a Perseroan·'terbatas (PT). 

Sebenarnya PT ini merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum, akan 

tetapi tidak disebut persekutuan tetapi disebut perseroan, sebab modal badan 

I 

hukum itu sendiri terdiri dari sero-sero atau saham-sal1an1 dan ternpat kediarnan 
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perseroan terbatas ini ditentukan dimana perbuatan pengurusan dilakukan dan 

harus .tunduk pada undang-undang dimana perseroan terbatas itu berada, sesuai 

dengan Undang-undang No 1 Talmn 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh 
I 

karena itu perseroan terbatas ini wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

P ~;;rusahaan di wilayah dimana PT tersebut berkedudukan hukum. 

b. Koperasi. 

Koperasi adalah bentuk perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 

. 1945, bahwa koperasi ini juga harus didaftar pada Kantor Pendaftaran , 

Perusalman setempat, dimana koperasi ini juga mengambil keuntungan atau lab a 

yang aka11 dipergunakan bagi kemakmuran Rakyat Indonesia Koperasi adalah 

suatu kerja sama antara onmg-orang yang tidak bermodal untuk mencapai tltiuan 

kemakmuran bersama 

c. Persekutuan Komanditer ( CV). 

Suatu usaha yang hampir saina dengan perseroan terbatas yang mana musing-

masing anggota dan pengurus mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama 

serta berusaha untuk mencari keuntungan dan atau laba, persekutuan komanditer 

ini adalah suatu j enis perusahaan yang harus didaftarkan pada Kantor 

Departemen Perindu trian dan Perdagangan diwilayah tempat kedudukan 

perusahaan tersebut. 

d. Persekutuan Firma (Fa). 

Mempakan bentuk usaha yang dikelola oleh pengurus Firma yang dipilih oleh 

para anggotanya, sehingga Pinna ini dapat menjalankan fungsinya sebagai satu 

pemsahaim yang dapat meraih keuntungan dan atau laba, yang laba tersebut 
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akan dibagi k pada par a s kutu-sekutunya sesuai dengan ketentuan yang tel ah 

ditetapkan sebelumnya 

e. Perusahaan perseorangan. 

Suatu bentuk usal1a yang di urus dan dijalankan oleh perorangan, ruiinya tidal~ . ' 

memakai tenaga dari luar al<an tetapi dikelo la oleh anggota keluarganya sendiri. 

f Pemsahaan lainnya selain dari hw-uf a, b, c, dan d. · 

Tipe-tipe bentuk pemsahaan baru yang sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang be lum digolongkan dalam huruf seperti di atas. Perusahaan -

penmahaan l\'Iilik Negara dan Milik Daerah juga termasuk dalam pengertian 

pemsahaaJI sebagaimana dimaksud dalam butir f ini. 

2. Perusahaan Yang Tidak Wajib Didaftarkan. 

Tentang perusaha.1n yang tidak wajib didaftarkan diatw· dalrun Pasal 6 

Undang-undang No 3 Tahun 1982, yang pada pokoknya mengatakan sebagai 

berikut: 

a) a). Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawat<:m (Perjan), 

sepelii diatur dalam Unda.ng-undang No. 9 Talwn 1969 (Lembaran Negru·a 

-
talmn 1969 No. 40)jo Indische Bedrijvenv,;et (Staatsblaad taJmn 1927 No. ·4 19) 

sebagai telah ditambah dan diubah. 

b) P~rusabaan kecil terdiri dari : 

1) Setiap }Jentsahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi 

pengusahanya sendiri atau dengan mempeke1jakm ~mggo la keluarganya 
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sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak mempakan 

suatu Badan Hukum suatu Persekutuan. 

2) Perusahaan kec il perorangan yang dikecualikan dari Wajib dai1ar 

Pemsahaan tersebut di atas adalah yang han.1s memenuhi syarat-sya.rat 
I 

s~bagai berikut : 

Perusahaan tersebut diurus, dijalanlum atau dikelola oleh pribadi 

pemiliknya sendiri, atau dengan mempeketjakan anggota keluarganya 

sendiri yang terdekat. 

Perusahaan tersebut tidak memerlukan Ijin usaha 

Perusahaan tersebut benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi 

keperluan nafkal1 sehari-hari pemiliknya. 

3) Termrumk dalam pengertian perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan 

dari Wajib Daftar Pemsahaan yaitu : 

Setiap perusahaan dagang kecil yang dilakukan oleh perorangan 

pedagang atau penjaja ' yang jalan, pedagang kaki lima aiaupun 

perorangan yang meruual atau men.awarkan untuk dijual bm·ang apap~111 

Jemsnya 

Setiap usaha perorangan tukang atau pengnym yang berkeliling atau 

menetap yang menj ual atau menawarkan untuk dijual setiap penggunaan 

jasa-jasa kejujunmnya 

Setiap usaha peronmgan pe1ta.nian kecil drm nelayan kecil. 

Setiap usaha kecil perorangan yang bergerak di bidm1g angkut:m barang 

atau penumpang dengan atau tanpa motor penggerak. 
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Setiap usaha kecil perorangan lainnya yang tidak termasuk dalam point 

di a1.as.16 

D. Syarat-syarat Pendaftaran Perusabaan. 

Syarat-syarat dahun Wajib Daftar Pemsahaan adalah berbeda antru·a bentuk 

pemsahaan yang satu dengan bentuk perusahaan y~mg lainnya Adapun syarat-syarat 

yang harus dipenuhi atau disertakan dalam pendailaran· pemsahaan adalah : 

1. Copy Ijin dari Instansi teknis. 

2. Copy KTP Pemilik Perusahaan. 

3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4. Surat Keterangan Warga Negara bagi Warga Negara Ketumnan. 

5. Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitung tanggal 1 Mei 2000 menjadi sebesar Rp. 

6000.-). 

Sedangkan bagi perusahaan yang merupakan Badan Hukum syarat-syarat 

yang hruus dise11akan adalah : 

2. Copy akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya 

3. Copy KTP Pemilik dan Pengurus-pengurus Pemsalman. 

4. Surat B~kti Kewarganegaraan bagi Warga Negara Ketw·unan. 

5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

16 Buku Pedoman Teknis Tata Cru·a Penyelenggru·aan Wajib Daftar 
Perusahaan, Buku I, Kantor Pendaftru·ru1 Perusaham1, Ditjen Perdagru1gan Dalam 
Negeri, Departemen Perdagangan RI, hallS . 
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6. Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitungan sejak tanggal 1 Mei 2000 menjadi 

sebesar Rp. 6000.-). 

E. Jangka Waktu dan Tu_juan Wajib Daftar Perusahaan. 

Dalam , mendaftarkan perusahaan kadang kala timbul pe1ianyaru1 bagi 

beberapa pengusaha, yaitu sejak kapan perusahaan tersebut wajib didaftarkan 
' 

kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangru1 RI. 

Berdasarl<an penelitian yang penulis adakan di Kantor Departemen 

Perindustr ian dan Perdagangan Kotamadya Medan, penulis memperolah data 

sebagai berikut: 

1. Pendaftaran tersebut dilakukan paling lama satu tahaun sejak peraturan 

pelaksanaan wajib dai1ar p rusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan 

sebelum tanggal 1 Juli 1985. Sehingga setiap perusahaan yang didirikan 

sebelum tanggal 1 Juli 1985 diberikan kesempatan paling lama satu tahun sejak 

peratw·m1 pelaksmman Waj ib Daftar Perusahaan berlaku untuk mendaftarkan 

. ' 
pemsahaanuya. 

2. Bagi setiap pemsahaan yang rnemperoleh Ijin usahll: setelah tanggal 1 Juli 1985, 

maka Perusahaan tersebut wajib mendaftm·kan perusaharumya paling lambat tiga 

bulan terhitung sejak tangga) ijin dari pemsahaan itu diterbitkan oleh Instansi 

. yru1g beJwen~g untuk menerbitkan ijin usaha tersebut. 

Sedangkan htiuan dari pada pendaftaran pemsahaan adalah untuk dapat 

membawa pengaruh positif bagi dunai usaha dan pemsal1aru1 itu sendi ri, karena 

sebelumnya tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang Wajib Daftar 
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Perusahaan (sehingga terjadi kekosongan hukum dalam bid<Ulg ini). adapun ltyuan 

diterbilkanny:i' Undang-unclang ini tentu akru1 meningkatkan perekonomia11 b<uigsa 

pada umumnya dan dun ia usaha pada khususnya. 

Secm·a nyata tujuan Wajib Daftar Perusahaan tercantum dalam Pasal 2 

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 yang menegaskan: 

1. :r..~I ~ ncatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu 

pentsahaan dan merupaka n ~u~nber intormasi resmi untuk semua pihak yang 

berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang 

perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan. 

2. Terlindunginya perusahaan-pemsahaan yang menjalankan usahanya secarajujw· 

dan terbuka. 

3. Terbitnya dunia usal1a dax1 perusahaan, khususnya golongru1 ekonomi lcmah. 

4. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib. 

Tttiuan ini selanjutnya akan dicenninkan lewat tingkal1 laku pengusaha 

untuk beJ1indak jujur dan terbuka dalam setiap kegiatan usahanya dan pihak lain 

pengusaha s~ndiri dapat merasakan bahwa pendaftaran ini akan lebih dianggap 

sebagai kebutuhan hagi usahanya dan bukan sebagai kewajiban semata-mata 

Dalrun rangka mencapai tujuan tersebut, Da11ar Pemsahaan mempunyai 

fungsi-:fun~si dan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebaga.i sumber informasi bagi semua pihak yrn1g berkepantingm1, untuk 
· , 

momiiita ket.erru1ga 1-ke terangan yang diperlukan mengenaj hal-hal yang perln 

didrrftm·ka.n, sehiugga diperoleh gaxnbaran yang j elas kntang iden tita.<J 

perusahaan atau badan usaha . 

. 
• 
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2. Sebagai pencegah dan untuk menghindari praktek-praktek usaha yang tidak 

jujur (persillngan curang, penipuan dan sebagainya), karena dengan adanya 
. 

Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan badan-

badan, usaha yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan masyarakat. 

3. Sebagai alat untuk mendidik pengusaha agar dalrun menjalankan usahanya 

bersifat jttiur dan terbuka, kru·ena keterangan yang diberikan adalah sesua.i 

dc>ngan keadaaan yang Bebenarnya 

4. Sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawru;an dan 

menciptakan iklim usaha yang sehat. Karena dalam Daftar Perusahaan akan 

tnl:mpennudah ~ntuk sewaktu-waktu mengikuti secm·a seksama keadaan dan 

perkembangan sebenarnya dari dunia usaha. 17 

. ' 

17 Buku Pedoman Teknis Tata CaraPenyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajih 
Dnftar Perusaharu1, Buku I, Kantor Pendaftru·ru1 Perusaharu1, Di1:jen Perdagangru1 
Dalrun Negeri, Depruiemen Perdaganga.n RI, hallS. 
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KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN · 

A. Kedudukan Tanda Daftar Perusahaan Ditinjau Menurut HAN. 

Pada bab-bab terdahulu penulis telah menguraikan tentang pengertian 

perusahaan, wajib daftar perusahaan serta syarat-syarat dalam pendaftaran 

I 

perusahaan. Dengan adanya permohonan pendaftaran pemsal1aru1 maka akan 

diterbitkanlah . .Tanda Daftar Perusahaan, dengan adanya Tanda Dat1ar Perusaluum 

ini makaperlu ditu-aikanjugakedudukan hukum TandaDa.ftar Pemsalman ini dalam 

bidang hukum. 

Tanda Da.ftar Perusahaan merupakan suatu Ketetapan Pemerintah sebagai .. 

administrator (Administrative beschiking) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang 

betwenang, (:Jalam hal ini adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan . . 
Republik Indonesia, ketetapan pemerintah sebagai administrator disini harus 

dibedakan dengan ketetapan pemerintah secara unmm, sebab pada ketetapan 

pemerintah merupakan ketetapan pelaksanaan atau (Politieke daad), artinya 

penegakkan Undang-undang negara sedangkan ketetapan administratif merupakan 

ketetapan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad).20 

Oleh karena Tanda Daftar Perusahaan ini merupakan suatu ketetapan tertulis 

yang dibuat oleh Pejabat yang benvenang, maka ketetapan itu merupakan ketetapan 

20 Pr~f DR. Mr. Prajudi Atmosuditjo, Op cit, hal 94. 

30 
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yang sah. Menurut Prof Van der Pot syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan 

dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu : 

a Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoegd) membuatnya 

b. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka 

pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekw·anganjuridis. 

c. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang 

menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (prosedur) 

membuai ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam 

peratur~ dasar tersebut. 

d. lsi danTujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.21 

Lel>ih lanjut dijelaskan oleh beliau bahwa bilamana salah satu syarat itu 

tidak terp~nuhi, maka belum tentu ketetapan yang bersangkutan dapat m~njadi 

I 

ketetapan yang tidak sah. 

Seperti yang telah penulis uraikan terdahulu bahwa Tanda Daftar Perusahaan 

dibuat oleh Pejabat yang beiWenang, daJam membuat ketetapan tersebut, pejabat 

yang beiWenang harus mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing, hal ini 

perlu ditekankan untuk dapat mencegah penyalah gunaan jabatan dan wewenang, 

atau lebih tep'at untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan 

: administrasi Yatl8 baik (behoorlijk bestuur). 

Berkenaan dengan itu maka ada beberapa asas kebonafitan pemerintaJ1ru1 

atau administrasi negara, yang dapat dibagi menjadi dua go Iongan yakni : 

21 E. Utrecht, SH. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesi~ Cet 
keempat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri 
Pajajaran, 1960, hal 84. 

. . 
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a Asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan, 

yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan 

batalt<arena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya 

b. Asa'!i-as~ yang mengenai kebenaran dari pada fakta-faktanya yang dipakai 

sebagai daSar untuk pembuatan keputusannya 22 

Konsekuensi dari pengcYuan pendaftaran perusahaan adalah dikeluarkannya . 

Tanda Daftar: Perusahaan sebagai suatu ketetapan yang sah, yang memiliki 

kedudukan dan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai Sumber Informasi Resmi. 

Seperti yang diuraikan terdahulu bahwa persyaratan untuk mendaftarkan 

perusahaan adalah ringan, keringanan dalam hal ini yaitu termasuk biaya 

administrasi pendaftaran perusahaan maupun persyaratan lainnya yang dibutuhkan , 

untuk itu. 

Disamping persyaratannya yang nngan oleh pemerintah prosedur 

pelaksanaan ' pendaftaran perusahaan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak . . ' 

memberatkan pengusaha atau perusahaan. Hal lain yang perlunya pendaftaran 

perusahaan tersebut adalah bahwa data-data yang diberikan harus sesuai dengan 

kenyataan dan harus lengkap, artinya semua data diberikan dalam pendatlaran 

perusahaan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada pada perusahaan 

tel·sebut, karena data-data yang diberikan dalnm pendaftaran perusahaan itu akan 

22 Prof. DR. Mr, Prnjudi Atmosudirjo, Op cit, hal 96. 
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. . 
mendapat perlindungan dari pemerinatah Cq Kantor Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan setempat. 

Kemudian dengan lengkapnya data-data yang diberikan dapat menjadi 

sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk bagi 

P~merintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai materi yang diperlukan oleh 

pemsahaan tersebut, sehingga tidak terjadi salah dalam mengambil keputusan yang 

dapat merugikan anggota masyarakat umumnya dan pada pengusaha khususnya. 

Tanda daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi berkaitan dengan 

adanya perlindungan hokum bagi pengusaha atau perusahaan yang telah 

mendaftarkan perusahaannya, dimana hila ada suatu perusahaan yang sudah 

mempunyai nama dalam masyarakat, tidak akan dapat dipalsukan oleh perusahaan 

lainnya, at,au nama tersebut dibuat lagi oleh perusahaan lain sehingga merugikan 

bagi perusahaan pertama yang memakai nama tersebut. Sehingga tanda daftar 

perusahaan ini dapat berfungsi sebagai suatu identitas agar tidak ada kekeliruan 

tentang peruSahaan tersebut. 
I 

Kenyataan dalam prakteknya sehari-hari, daftar perusahaan memang dapat 

dipergunakan sebagai identitas dari perusahaan tersebut, pengusaha dalam 

menjalankan usahanya membutuhkan informasi tentang perusahaan dapat dikatakan 

bahwa dalam hfll ini hubungan antar pemsahaan, maka sangat dibutuhkan adanya 

sumber informasi tentang identitas dan data-data dari suatu perusahann . 

Tttiuan dari Wajib Daftar Pemsahaan yang berupa Tanda Daftar Perusahaan 

sebagai somber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan sudah dapat 

dirasakan oleh semua pihak terutama bagi perusahaan-perusahaan. Karena dengan 

. ' 
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adanya T~da Da:ftar Perusahaan, pengusaha-pengusaha dapat mengetahui keadaan 

perusahaan lain sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya secara sehat dan 

' 
berimbang. 

:qm-i uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan, baik 

perusahaan, besar, menengah ataupun kecil Tanda Daftar Pemsahaan dapat 

dipergunakan' sebagai informasi resmi tentang identitas dan data-data tentang 

perusahaannya 

2. Untuk Mendapatkan Perlindunga:n Hukum. 

r 

Suatu perusahaan yang telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan akan 

mendapatkan -perlindungan hukum dari pemerintah, wtti ud dari perlindungan hukum 

dalam hal ini adalah berupa pengakuan adanya perusahaan itu oleh pemerintah Cq 

Deprutemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan perkataan lain bahwa . 

pengakuan pemerintah tentang adanya perusahaan yang diusahakannya itu 

merupakan wujud dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini terutanm 

dinti ukan kepada pengusaha ekonomi lemal1 yang j ttiur, hal ini sangat penting guna . . 
menghindari praktek-praktek yang tidak jujur seperti adanya persaingan tidak sehat 

yang dapat memgikan anggota masyarakat. 

Perlindungan hukum ini hanya sebagai besar banyak manfaatnya bagi 

perusahaan kecil dan menengah, sebab bagi perusahaan-perusahaan besar 

perlindungan hukum ini sudah dilakukan secara nasional. Hal ini dapat dimengerti 

karena bagi pemsahaan perseorangan yang bukan badan hukum cara pendirirumya 

tidak memerlukan smitu akta pendirian atau akta pendirian bukanlah merupakan 
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syarat mutlak dalam mendirik.an perusahaan perseorangan yang bukan badan 

huk~m. Dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan ini mal<a perusahaan kecil 

tersebut akan mendapat pengakuan status dan keberadaannya dari perusahaan 

tersebut oleh pemerintah. 

3. Sebagai Alat Bukti yang Sempuma 

Untuk mendapatkan Tanda Datlar Perusahaan, pemsahaan tersebut hams 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang 

No. 3 Tahun 1982, persyaratan melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan adalah 

berbeda-beda, perbedaan ini terletak pada apakah perusahaan tersebut berbadan 

hukum ataukah perusahaan tersebut bukan badan hukum. 

Bagi perusahaan baik yang berabdan hokum ataupun yang bukan berbadan 

hukum, persyaratan yang hams dipenuhi adalah : 

a KTP Pemilik Perusahaan. 

b. Akta Pendirian dan perubalum-pembahannya 

c. Nomor Po~ok Wajib Pajak (NPWP). 

d. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi \VNI Keturunan. 

e. Surat Izin dari Instansi terkait. 

f Materai sebesar Rp. 2000,- (terhitung sejak mulai 1 Maret 2000 menjadi sebesar 

Rp. 6000,-)l 

Setelah semua persyaratan terpenuhi diterbitkanlah Tanda Daftar 

Pemsahaan, yang dapat merupakan alat bukti yang sempurna artinya, mempunyai 

kekuatan pembuktian yang tidak memerlukan tambahan pembuktian. Suatu 

... 
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pemsahaan yang telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan apabila mengadakan 

suatu pe1jaJ1jian dengan pemsahaan lain, maka bukti keberadaan dari perusahaan 

. tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya Tanda Daftar Pemsahaan yang dimiliki 

pemsahaan tersebut. 

Stiatu Tanda Daftar Perusahaan adalah suatu tanda yang berupa tulisan yang 

berisi tentang suatu keadaan atau status dari suatu perusahaan. Tanda Daftar 

Perm:ahaan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya Dengan 
' 

demikian dapat disimpulkan bahwa Tanda Daftar Pemsahaan merupakan suatu akta 

otentik, karena sengaja dibuat yang berisi tentang satu keadaan yang ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang. Tanda Daftar Perusalllli'lll ini merupakru1 suatu alat 

bukti yang ditetapkan dengan penetapan dari Instruksi Administrasi (Kepala Kantor 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan). 

Sedangkan kekuatan pembuktian dari Tanda Daftar Perusahaan adalah 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya "Bahwa ia sudah tidak 

memerlukru1 suatu penambahan pembuktian" ia sudah merupakan alat bukti yang 

mengikat da~ sempurna 23 

. ' 
Suatu Tanda Daftar Perusahaan merupakan alat bukti sempurna yru1g dalam 

pemb'uktian terhadap pihak lain (pihak kedua dar~ ketiga) tidak rnemerlukan 

penambahan pembuktian, akan tetapi pembuktian Tanda Da:ftar· Perusahaan akan 

mempunyai kekuatru1 yang sempuma apabila pendaftaran ataupun data yang 

di~) erikan dengan cara yang sejttiur-jttiurnya, dan data yang diberikan han1s lengkap, 

23 Prof R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, Pradnya Pararnita, Jakaria, 
1983, hal 29. 
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pembuktian ini adalah pembuktian mengenai status perusahaan dan keberadaan dari 

perusahaan tersebut. 

B. Keuntungan Baci Perusahaan yang Terdaftar. 

Apabila suatu perusahaan telah mendaftarkan perusahannya, maka 

perusahaan tersebut akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, fasiltas 

yang diberikan adalah kemudahan dalam memperoleh kredit. Berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 1917/UKU tanggal 27 Januari 1987 perihal persyaratan 

Tanda Daftar Perusahaan atas permohonan kredit kepada Bank jo Undang-undang 

No. 3 Tahun)982 jo Penjelasan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Departemen Perdagangan No, 341/DAGRI/1986 tanggal 23 Oktober 1986, 

ketentuan Wajib Daftar Perusahaan dikecualikan bagi : 

1. ~erusahaan kecil perorangan yang lazim disebut usaha-usaha sektor 

informal yang tidak memerlukan izin usaha (vide Pasal 21 dan 22 

Keputusan Menteri Perdagangan No. 323/KP/W1984 tanggal 13 Oktober 

1986. 

2. Kegiatan praktek pribadi dokter dan tenaga kesehatan sebagai swasta 

perorangan yang bergerak dalam lapangan kesehatan manusia maupun 

dalam lapangan kesehatan hewan. 24 

Dengan ,demikian perusahaan-perusahaan yang dikecualikan dari Daftar 

Pemsahaan tersebut dapat kemudahan dalam memperoleh kredit tanpa menunjukkan 

24 Surat Edaran Bank Indonesia, Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan Atas 
Permohonan Kredit KepadaBank, Jakarta, tanggal 27 Januari 1987. 
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Tanda Daftar Perusahaan. Oleh karena terbatasnya petugas maupun anggarannya 

maka prosef! pengawasan terhadap pemberian fasilitas bagi perusahaan terdaflar 

tidak secara langsung diberikan oleh petugas ke lapangan. 

Oleh karen itu sangat sulit untuk membuktikan apakah pemberian fa~ilitas 

itu telah Qilaksanakan sebagaimana mestinya ataukah tidak, akan tetapi menurut 

penulis bahwa dengan adanya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut menunjukkan 

bahwa pemeriritah dalam hal ini telah memberikan sedikit kemudahan-kemudahan 

bagi perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya, akan tetapi sebaliknya 

menjadi suatu · masalah bagi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan 

pemsahaannya ke Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena 

mereka harus melampirkan Tanda Daftar Pemsahaan dalam permohonan kredit.nya 

kepada Bank. · 

Dari apa yang penulis kemukakan di atas dapat ditarik kesirnpulan bahwa 

Tanda Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai suatu sarana untuk menambah 

pennodalan dengail cara kredit. Disamping keuntungw1 lainnya misalnya memiliki 

rasa aman dan tenteram dalam me£tialankan usahanya, sebab keragu-raguan dan 

ketidak pastian disebabkan pendaftaran pemsahaan yang belum dilaksanakannya . ' 

Keuntungan lain yang dapat diuraikan dalam hal ini antara lain adalah 

seperti yang terurai di bawah ini : 

1. Bahwa wajib daftar pemsahaan ini mempunyai kekuatw1 hukum tetap, sehingga 

tidak adanya pilih k~ih terhadap pemberian fa~ilitas bagi satu perusahaan 

' dcngan pemsalman lainnya 
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2. Dalrun tahap pembenahan, para personil w~ib daftar perusahaan ini dapat . . 
mendidik diri Wltuk taat kepada peraturan negara yang resmi dan berdaulat, 

sehingga mentaati peraturan perundang-undangannya 

3. Pemerintah dapat mengetahui tentang kwalifikao;i jenis-jenis usaha yang ada 

dalrun satu wilayah, sehingga dalrun mengambil kebijaksanaru1 tidak tetjadi 

, kekeliman yang dapat merugikan anggota inasyarakat. 

C. Pengawasan Terhadap Wajib Daftar Perusahaan Oleh Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. 

Pengawasru1 merupakan sa1ah satu fungsi mrumJemen yang merupakan 

proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjrunin bahwa htiuml dan tugas-

tugas organ.isasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksru1aan, 

instruksi. Rencana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. 

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap 

pimpinan ,pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah mencegalt ·sedini 

mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, 

kesalahan dan kegagalan dalam pencf.~Paian t~juan dan pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi.25 

Menurut pendapat ProfDR. Sondru1g P. Siagian yang dimaksud dengan 

pengawasru1 adalah : 

25 Lembaga Administra.si Negara RI, Op cit, hal 145. 
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Pro·ses pengarnatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi unluk 

mettiamin ~gar supaya semua peke1jaan yang sedang dilakukan be1jalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 26 

Menurut Harold Kontz dan Cyrill O'donnel dalam bukunya Principle of 

managem.ent of the same coin, artinya bahwa perencanaan dan pengawasan 

merupakan kedua be laban mata uang. 27 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanpa rencana penga\'Vasan tidak 

mungkin dil~sanakan; karena tidak ada pedoman untuk mengadakan pengawasm1 

itu, sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-

penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. 

Pada s'aat semakin banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil , 

· menengah maupun perusahaan besar yang tersebar diseluruh Wilayah Republik 

Indonesia. Hal ini memang menggembirakan bagi bangsa kita, mengingat 

perusahaan-perusahaan itu bertujuan untuk membangun pilar perekonomian . 

Indonesia yang pada akhimya akan mensejahterakan masyarakat. 

Narnun dengan banyaknya perusahaan tersebut juga membawa pengamh 

terhadap kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah dalarn hal ini adalah . . 
pembinanan bagi dunia usaha dan perusahaan. Pembinaan itu berupa pengarahan 

dalam menciptakan iklim yang sehat dalam dunia usaha dan perusahaan. 

----------------------
26 Prof DR. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Penerbit Gunung 

Agung, Jakarta, 1985, hal 135. 

27 Ibid, hal 135 
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Disamping kebijaksanaan yang berupa pembinaan masih ada kebijaksanaan 

y~mg bempa pengawasan, vmju~ ~ari pengawasan pemerintah adalah dengan 

menginventarisir bagi Wajib Daftar Pemsahaan, sehingga pendataan pemsahaan di 

seluruh Indonesia akan lebih mudah untuk diawa<si. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut iui penulis akan 

mengurajkan tata cara pengawasan terhadap wajib daftar pemsahaan yang dilakukaJJ 

pada Kantor Departemen Perindustrian chm Perdagangan Kota Medan yilltu : 

Dalam rangka meneliti dan mengetalmi kebenaran data perusahaan, 

dilakukan pengawasan yang berupa pengecekan dan kontrol penJSahaan, 

p.engecekan dan kontrol pemsahaan ini sangat penting artinya bagi pihak ketiga dan 

bagi pemerintC).h sendiri, karena setiap keterangan yang menyangkut identitas dan 

data perusahaan akan berfungsi sebagai sumber informasi rcsmi dan sekaligus 

sebagill alat pembuktian yang otentik sehingga harus dijamin kebenarannya. 

Pen~ecekan dan kontrol perusahaan ini mempakan kegiatan pengawasan 

sebagillnmna yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Wajib 

Daflar Perusahaan dan peraturan pelaksananya. Menurut pasal tersebut terdapat dua 

macam tugas ' yang harus dilaksanakan yilltu tugas pengawasan da11 tugas 
' 

p~nyidikau. 

Pengecekan dan kontrol pemsahaan dilakukan oleh pegawat pengawas 

\Vajib Drlflar Perusahaan dalam haJ ini petugas pada Kantor Pendaftaran Peru EJ aJJarul 

yang ditunjuk d~ngan mernbawa surat tugas yang diterbitkan dan ditandataugani 

oleh Kepala Seksi Pendaftaran Pemsahaan. 
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Dai·am hal ini harus dapat dibedakan antara pengecekan pemsahaan deng~m 

kontrol pemsahaan yaitu : 

Pengecekan perusahaan adalah kegiatan penelitian dan pengamatan mengenai 

keben.aran isi formulir pendaftaran, karena ada keraguan akan kebenaran. 

Sed~mgkan kontrol perusalmru1 adalah kegiatan penelitiru1 mengenai pendaftru·ru1 

yang ' telah dilakukan atau mengenai tidak dilaksanakannya oleh pengusaha 

w~~jib daftar. 

Setiap, selesai melaksanakan penegecekan atau pengontrolan pegawat 

pengawa'!; wajib daftar perusahaan mencatat basil pengecekan atau kontrolnya, 

hasilnya dicatat kemudian dilaporkan kepada pejabat yang betwenang untuk 

diptoses lebih lanjut oleh petugas pelaksana pendaftaran. 

Bentuk kedua laporan dapat dikembangkan sesuai dengan daerah masmg­

ma<;ing, dan minimal mencantumkan pokok-pokok sebagai berikut : 

1. Nomor Urut kegiatan pengawasan. 

2. Hari dan tanggal pengecekan dan kontrol. 

3. Nama perusahaan. 

4. a nomor formulir pendaftaran yaitu untuk pemsahaan yang belum disyahkan 

pendaftarannya 

b~ Nomor Tanda Daftar Perusahaan, yaitu untuk perusahaan yang telah 

disahkan pendaftarannya 

5. Alamat perusahaan, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir 

pendaftaran atau Tanda Daftar Pemsahaan. 
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6. Basil pemeriksaan, yaitu faktorlkeadaan yang ditemui selama penelitian 

dilakuka.n : 
. ' 

a Bagi yang belum disahkan pendaftara.nnya adalah sesuai tidaknya denga.n isi 

formulir pendaftaran yang sedang diproses sekt;i pendaftara.n perusahaan. 

b. Bagi yang telah memiliki Tanda Daftar Pemsalman adalah apakah t~lah ada 

pembahan dalam perusahaannya 

D. Sanksi Hukum Bagi Perusahaail yang Tidak Didaftarkan. 

Tentang sa.nksi hukum bagi perusahaan yang tidak daftarkan diatur dalam 

Bah X, Pasal 32 s/d 35 Unda.ng-undang No 3 Tahun 1982 antara lain : 

Dalam Pasal 32 Undang-unda.ng ini menyatakan bahwa "Barang siapa yang 

menurut Undang-unda.ng ini dan atau peratura.n pelaksananya diwajibka.n 

mendaftarkaft perusahannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau 

karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya dia.ncam dengan pidana penjara 

I 

selruua-lamanya 3 (tiga) bulan atau pida.na denda setinggi-tingginya Rp. 

3. 000. 000. ,~" 

Apabila ditelaah dari bunyi pasal 32 Undang-undang No 3 Talmn 1982 maka 

ketentuan , pasal ini dikecualikan bagi pemsahaa.n-perusahaan yang tidak wajib 

didafiarkan, seperti perusahaan perseorangan, pemsahaan jawatan. Akan tetapi 

se liru1 dru·i perusahaa.n tersebut wajib didafiru·krul ke Kantor Depruiemen 

Perindus tri ~m dan Perdagangan dan apabila tidak didaftarkan, maka akan terkena 

sanksi pidana seperti tersebut dalam pasal 32 ini . walaupun pemsahaan 

perseorru1gan dan' perusahaan jawatan tersebut dikecualikan dan wajib daftar 
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4,1 

pemsahaan, lntkan bermti pemsahaan tersebut tidak dapat didaflarkan sehingga 

eks istens inya dari pemsahaan tersebilt dapat lebihjelas. 

Ke mudian dalam Pasal 33 Undm1g-undang No 3 Tahun 1982 ditegask a.n : 

' 'Baraug siap,a melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara kcliru ata u 

tidak lengkap dalrun Daflar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-

larnanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp . 1. 500.000,-" 

B ~1g i pengusaha Yllil£ tidak me mberib m dala-data tentang pl' rnsa.h::.aJ lnya 

secar a b tgkap, maim pengusaha tersebut dapat dikenakan p idana sesmti dengaH 

ketenl:uan Pasal 33 ini. 

D alam PasaJ 34 dikemukakan bahwa : " Apabila seorang pengusaha. dalrun 

rnelaksanakan Wajib Daftm" Pemsahaan, mereka tidal< mau atau me. nolak 
' . 

menyerahkau persyaratan-persy::u·atan y::u1g diisyaratkan dalam peralun m ini , tmdm 

pengusaha tersebut dapai dikenakru1 pidana kunmgan se lama 2 (dua) b ul an dan 

denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-" 

Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-undang No 3 TaJlUn 1982 ditent ukan 

bahwa : "Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukurn bagi yang 

bertanggung jawab mas perbuaian itu adalah pengums atau pemegang kuasa dru-i 

badan hukurn itu." . ' 

Aka n tetapi sanksi yang diaiur dalmn beberapa pasal tersebut be lum p ernali 

dij ::~ luhkan terhadap pengusaJm di Kola J\.fedan, sebah belum saiupun pengm:aha 

yang tidak menda.ft<u-kan perusahaannya eli Kantor Pendafhu-m1 Perusahaan o~:PP) 

1\Icdan. 
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Dengan demikian maka peratocan yang diatur dalam Undang-undang No.3 

Talmo 1982 ini belum pernah dilakukan oleh pihak Departemen Perindusb·ian dan . . 
Perdagangan, dirasakan bahwa pengusaha menya.dari bahwa pendaftaran perusahaan 

tersebut sangat menguntungkan bagi dunia usahanya · 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
: 

Berdas arkan uraian-urain yang te lah dibahas terdahulu, maka sebagai bahan 

ti1~jauan ~e oritis maupun sebagai hasil pengamatan praktis di lapangan, dapatlah 

di ambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : 

A. KcsimJ•ulan. 

1. Pada urnumnya persyaratan w ajib dafl:ar perusahaan adalah sama, hanya s<lja 

dibedakan pada klasifikasi dari pada perusahaan yang akl:m dida:H:arkm1. Hal 

ini untuk dapat membedakan klasifikasi pem sahaan-pernsahaan berbadan 

hukum dan yang tidak berbadan hukum . 
I 

2. Pendaftaran perusahaan dilakukatl di Kantor Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia di setiap Kantor Kabupate n/Kota. ym1g ada, 

apabila daerah tersebut belum ada Kantor Depru1emen Perindustriru1 dru1 

Perdagangannya maka pendaftaran dilakukan di Kantor Wilayah Propinsi. 

3. Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan 

tugasnya sebagai lembaga Pendaftru·an Perusahaan sepet1i y~mg di atnr dalam 

Undang-undang No. 3 Tahm\1982, bertindak sebagai aparat pemerintah yang 

mengeluarkan keputltsrul berupa ketetapru1 kntang perusahaa11 yang 

dicla£hu·kan tersebut, sebagai aparat pemerintah yang ditentukan me num! 

Hukum Administrasi N egara. 

65 
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4. Tanda Daftar Perusahaan adalah mempakan bukti otentik yang sah sebHgai 

pendatlaran perusahaan tersebut, bermanfaat bagi pengusaha sebagai salah 

satu · syarat untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Kemudian bagi 

pemerintah JUga bemiarifa.at sebagai bahan/data untuk mengambil 

kebijaksanaan dalan1 dunia usaha agar tidak te1jadi kesalah<m dalam 

mengambil keputusan. 

5. Hambatan yang dialami dalam melakukan pendaf1aran perusal1a.:11i 

1:1ebenamya bukanlah masalah teknis, hal ini disebabkan masih enggannya 

beberapa pengusaha untuk mendafiarkan perusahaannya dik3renakan rn erasa 

takut pembayaran pajak terhadap perusahaannya 

B. Saran- saran. 

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Deperindag Kota Medan, 

seben_arnya masih banyak perusahaan yang belum terdaftar hal ini mungkin 

kru·ena pengusalm belum mengetalmi manfaat dari Tru1da Daftru· Pemsahan. 

Sehingga perlu diberikan penyu,luhan kepada mereka 

2. Pro.ses pendaftara.n perusalmru1 agar dapat dilakukan sesuai dengan , waktu 

' 

yang ditentuka.n, .sehingga para pengusaha tidak menunggu lama untuk 

mendapatkan Tanda Dat1ar Perusahaan ymtg dimohonkannya. 
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